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Eksekusi Belum Dilakukan
Terkendala Salinan Putusan

PALU - Pihak Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Sultengmenya-
rankan agar Ekka Pontoh se-
baiknya meletakkan jabatan
sebagai Sekretaris Kabupaten
Parigi Moutong (Sekab Pa-
1imo), setelah adanya pu-
tusan Inkra dari MA yang
menetapkan Ekka Pontoh
bersalah terkait kasus proyek
perencanaan_empat der-
maga wisata di Kabupaten
Parimo tahun 2013

Kasi Pidsus Kejati Sulteng,
AndiRioRahmatuSHkepada
Radar Sulteng di Kantornya
diJalan Samratulangi Jumat

(21/10) kemarin, mengata-
kan Ekka Pontoh diputus
enam tahun penjara, sehing-
ga dia menyarankan Ekka
Pontoh bisa berbesar hati
untuk segera mengundur-
kan diri dari jabatan aktifnya
sebagai Sekab Parimo.

Selain Fkka Pontoh, Mantan
Bupati Donggala Drs H Habir
Ponulele MM, juga divonis ber-
salah oleh MA dengan huku-
man empat tahun penjara ter-
kait kasus dugaan SPPD Fiktif,

Meskipun sudah  tahu
adanya vonis MA terhad-
ap dua pejabat dan mantan

pejabat itu, tetapi pihak
Kejati Sulteng belum mene-
rima salinan putusan untuk
kedua terpidana itu.

“Ya, sampai hari ini
(kemarin,red) kami belum
menerima salinan putusan
kedua terpidana itu, baik
Ekka Pontoh maupun Habir
Ponulele. Kami sendiri tidak
tahu dimana kendalanya
sehingga sampai sekarang
salinan putusan itu belum
turun ke tingkat Jaksa,” kata
Kasi Pidsus Kejati Sulteng.

Menurutnya, secara pro-
sedur salinan putusan ke-
dua terdakwa itu ditembus-
kan ke Kejari Donggala dan
Kejari Parimo, karena me-
rekalah yang berhak untuk

mengeksekusi kedua terpida-
pa. Namun setelah dikonfir-
‘masi ke pihak Kejari Donggala
maupun Kejari Parimo, sam-
paisejauh ini, salinan putusan
itubelum juga diterima.
Meski salinan putusan itu
belum diterima, tetapi kedua
terpidana Ekkah Pontoh dan
Habir Ponulele sudah me-
‘miliki kekuatan hukum tetap
dari MA sebagai terpidana.
Kusus untuk Ekka Pontoh se-
laku Sekab Parimo yang ak-
1if, menurut Rio, secara eti-
ka sudah tidak berhak lagi
menjalankan tugas-tugasnya.
“Apalagi sampai melakukan
pencairan terkait anggaran.
Namun secara kewenangan
boleh, jadi Ekka Pontoh masih

mempunyai hak kerena saat
ini masih menjabat sebagai_
Sekab Parimo akiif” jelasnya.

Maka itulah, alangkah
baiknya terang dia, bagi me-
reka yang tersandung per-
Kara, sebaiknya mengun-
durkan diri. Apalagi pu-
tusan Kasasi dari MA sudah
Inkra atau memiliki kekua-
tan hukum tetap. “Meskipun
terpidana . mengajukan
Peninjauan Kembali (PK),
bukan berarti eksekusi di-
hentikan,” jelas Rio. Namun
cksekusi belum dilakukan
Karena masih terbentur sa-
linan putusan dari PN Palu.
“Eksekusi sampai saat ini b
lum dilaksanakan,” tandas-
nya.(mul)





